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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah 

dijabarkan maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok 

penelitian sebagai berikut. 

    Penerapan sanksi oleh hakim terhadap ayah kandung yang melakukan 

penelantaran terhadap anak kandung mendasar pada Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku yakni menggunakan batas maksimal. Sanksi 

yang di jatuhkan berupa hukuman percobaan, yakni: hukuman percobaan I 

selama6 (enam) bulan dan hukuman percobaan II selama 15 (lima belas) bulan 

dan ditambah ganti rugi secara materiil yang diberikan kepada anak. 

B. Saran 

    Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah 

dijabarkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran 

terhadap anak kandung, hakim seharusnya memakai Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping menggunakan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 
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2. Dalam melakukan penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim, 

seharusnya hakim lebih mempertimbangkan adanya ketersediaan psikolog 

bagi anak mengingat anak sebagai korban utama adanya penelantaran oleh 

ayah kandung. Adanya psikolog anak dapat mengobati trauma atau dampak 

psikis bagi anak sebagai korban penelantaran oleh ayah kandung. 
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SURAT KETERANGAN IIJIN
070/REGIV/62/11/2015

Membaca Surat

Tanggal

: WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM
: 3 NOVEMBER 2015

Nomor

Perihal

: 854/V
: IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di

Indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan

Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di

Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi

Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJ INKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : APRILIA SIHOMBING NIP/NIM: 11100
Alamat : FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Judul : PENERAPAN SANKSI TERHADAP AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN PENELANTARAN

TERHADAP ANAK KANDUNG
Lokasi

Waktu : 4 NOVEMBER 2015 sId 4 FEBRUARI 2016

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY
kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda

DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang .jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah

disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin inl hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan

perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin inl tldak memenuhi ketentuan yang beriaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal4 NOVEMBER 2015
A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
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Tembusan:

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Parasamya NomoI' 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511

Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail: bappeda@slemankab.go.id

Dasar

Menunjuk

SURA'!' IZIN
NomoI': 070 I Bappeda 13759 I 2015

TENTANG
PENELlTIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Bupati Sleman NomoI' : 45 Tahun 2013 Tentang lzin Penelitian, lzin Kuliah Kerja Nyata,
Dan lzin Praktik I<.elja Lapangan.
Smat dari I<.epala Kantor Kesatuan Bungsa l<.<1b. Sleman

NomoI' : 070/I<.esbang/3673/20 15 Tanggal : 04 Nopember 20] 5
Ha I : Rekomendas i Penel itian

MENGIZINKAN:
I<.epada

Nania

No.MhslNl MIN IP/NIK

Program/Tingkat

Instansi/Perguruan Tinggi

Alamat instansi/Perguruan Tinggi

Alamat Rumah

No. Telp I HP

Untuk

Lokasi

Waktu

APRILlA SIHOMBING

120511100

SI

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

J I. M rican BarLi Yogyakarta

JI. Rakuta Sembiring Naga Pita Siantar Martoba Pematangsiantar

083840753498
Mengadakan Penel itian I Pra Survey I Uj iVai id itas I PI<.L dengan j udul
PENERAPAN SANKSt TERHADAP AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN
PENELANTARAN TERHADAP ANAK KANDUNG

Pengad iIan Negeri Sleman

Selama 3 Bulan mulai tanggal ,04 Nopember 2015 sid 03 Februari 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala lnstansi
uncuk mendapal pelunjuk seperlunya.

2. Wajib menjaga lala terfib dan menfauti kefentuan-kelemuan sefel7lpat yang berlaku.
3. lzin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepenfingan di luar yang direkomendasikan.
c/. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (safu) CD fOr/na't PDF kepada Bupati diserahkan

melalui Kepala Badan Perencanaan Pel71bangunan Daerah.
5. lzin ini dapat dibafalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian. izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non
pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami ] (satu) bulan
setelah berakh irnya penel itian.
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4. Kepala Bag. Hukum Setda I<.ab. Sleman

5. Dekan Fak. Hukum UAJY
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Sekretaris
u.b.

Kepala Bidang Stati'stik, Penelitian, dan Perencanaan

.'
Ii:.

';'1
~ .

 

 



PENGADILAN NEGERI SLEMAN
Jatan Merapi Beran Sleman TetplFax. (0274) 868401
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SURAT KETERANGAN
NOMOR: W13.U2/ 4\41 IXI/KUM.07.10/2015

Kami Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang
bemama:

APRILIA SIHOMBING

No. Mahasiswa
Jurusan
Program Studi
Universitas
Angkatan Tahun

: 120511100
: IlmuHukum
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: Universitas Atmajaya Yogyakarta
: 2012

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 09 Oktober 2015 sampai
dengan tanggal 09 November 2015 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

"PENERAPAN SANKSI TERHADAP AYAH KANDUNG YANG
MELAKUKAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK KANDUNG"

Dengan catatan : BAlK

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, \\ November 2015

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

 

 




